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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam 

Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan 

Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam 

Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan 

Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, 

telah diatur mengenai pemotongan atas pembayaran 

tunjangan terkait pelaksanaan cuti, izin, dan jam kerja 

bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
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telah diatur kebijakan baru meliputi mengenai cuti bagi 

Pegawai Negeri Sipil; 

c. bahwa untuk harmonisasi dan penyelarasan pengaturan 

antara peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dengan peraturan 

perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b, serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi 

guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian Keuangan, dipandang perlu untuk 

melakukan perubahan pengaturan mengenai pemotongan 

atas pembayaran tunjangan terkait pelaksanaan cuti, 

izin, dan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Kementerian Keuangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin 

dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan 

Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

2. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 313) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 

2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 255); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 

tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan 

Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di 

www.peraturan.go.id



2018, No.1080 
-3- 

Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 828) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam 

Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan 

Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

643); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.01/2014 

tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1786) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan  

Nomor 211/PMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja di 

Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1722); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM 

KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN 

KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KEUANGAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan 

Disiplin dalam Kaitannya dengan Tunjangan Khusus 

Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam 

Kaitannya dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan 

Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 643) diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

dengan Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil 

Kementerian Keuangan dan/atau Pegawai Negeri 

Sipil yang diberikan/mendapatkan penugasan di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

2. Jam Kerja adalah hari dan jam kerja di lingkungan 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

3. Tunjangan adalah penghasilan selain gaji yang 

diberikan kepada Pegawai yang meliputi Tunjangan 

Kinerja dan Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan 

Khusus Pembinaan Keuangan Negara sesuai 

Peraturan Perundang-undangan. 

4. Atasan Langsung adalah atasan Pegawai yang 

mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata 

pemerintahan yang lebih tinggi. 

5. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh 

Pegawai secara tertulis dan dituangkan dalam surat 

permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh 

Atasan Langsung atau Pejabat lainnya sesuai 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 4 

(1) Pegawai yang tidak masuk bekerja, terlambat masuk 

bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di 

tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, 

dan/atau tidak mengisi daftar hadir tanpa Alasan 

yang Sah, dinyatakan melanggar Jam Kerja. 

(2) Pegawai tidak dinyatakan melanggar Jam Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak 

masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang 

sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, 

tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau 

tidak mengisi daftar hadir dengan menggunakan 

Alasan yang Sah.  

(3) Alasan yang Sah bagi Pegawai yang tidak masuk 

bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam surat permohonan 

izin/pemberitahuan yang disetujui oleh:  

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk surat 

permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan 

oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di 

lingkungan masing-masing;  

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor 

pusat, untuk surat permohonan 

izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat 

Administrator, pejabat Pengawas serta pejabat 

Fungsional di lingkungan masing-masing; 

c. Pejabat Administrator di kantor pusat, untuk 

surat permohonan izin/pemberitahuan yang 

diajukan oleh pejabat Pelaksana di lingkungan 

masing-masing; 

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor 

vertikal, untuk surat permohonan 

izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat 

Administrator, pejabat Pengawas serta pejabat 

Fungsional di lingkungan masing-masing; atau 

e. Pejabat Administrator di kantor vertikal, untuk 

surat permohonan izin/pemberitahuan yang 
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